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Perbaikan Jalan dan Jemabatan Rusak Dikerjakan Juni 2020 
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Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp125 miliar pada 2020 
untuk proyek percepatan pembangunan jalan. Secara keseluruhan selama tiga tahun, 2020 – 2023, 
Pemprov menyiapkan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk perbaikan jalan dan jembatan yang 
rusak di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, 
Desember ini sudah mulai dilakukan lelang untuk desain atau perencanaannya. Lelang 
perencanaan ini diperkirakan tuntas Februari 2020 mendatang. 

Setelah lelang perencanaan selesai,  selanjutnya dilakukan lelang untuk pekerjaan fisik pada Maret 
– April 2020. Proses lelang butuh waktu dua bulan, sehingga diperkirakan pada Mei – Juni 2020 
sudah ada pemenangnya dan tandatangan kontrak. 

‘’Kira-kira, Mei – Juni sudah mulai kita kerjakan perbaikan jalan dan jembatan rusak di Pulau 
Sumbawa,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25/12) siang. 

Ia menyebut anggaran yang dialokasikan untuk proyek percepatan jalan pada 2020 sebesar Rp125 
miliar. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk pembayaran uang muka dan beberapa termin 
pembayaran. 

Disinggung mengenai ruas-ruas jalan dan jembatan yang menjadi prioritas diperbaiki. Azhar 
mengatakan, jalan dan jembatan provinsi yang rusak akibat bencana beberapa tahun lalu akan 
menjadi prioritas, baik yang ada di Sumbawa maupun Bima. 

‘’Kalau ini sudah lama kita rencanakan. Jadi prioritas semuanya. Banyak jalan yang kondisi tidak 
mantap, kita mantapkan baik Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok,’’ terangnya. 

Penanganan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa mulai dilakukan 2020 – 2022. 
Sesuai target RPJMD NTB, Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 
90,63 persen pada 2023. Sekarang, tingkat kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 83,65 
persen. 
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Dengan program percepatan penanganan jalan tahun jamak, Pemprov akan mengalokasikan 
anggaran sebesar Rp750 miliar selama tiga tahun. Dengan anggaran sebesar itu, ratusan kilometer  
jalan provinsi akan tertangani agar menjadi mantap. 

Data Pemprov NTB, sepanjang 242,71 km jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap. Selain itu, 
sebanyak 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter berada dalam kondisi kritis dan belum 
terbangun. 

Sebelumnya Pemprov NTB telah melakukan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak. Tahap pertama dilakukan pada 
tahun 2011-2013, tahap kedua pada tahun 2013-2015 dan tahap ketiga tahun 2017-2018. 

Dengan luas wilayah 20.153,15 km2, NTB memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Terdiri 
atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 
956,27 km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen. 

Artinya,  masih terdapat 242,71 km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri 
atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 km, jalan kerikil sepanjang 28,76 km, jalan tanah 
sepanjang 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 
km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter  yang berada 
dalam kondisi kritis dan belum terbangun. (nas) 

  

Sumber berita: 

1. https://www.suarantb.com/ntb/2019/12/283006/Perbaikan.Jalan.dan.Jembatan.Rusak.Dikerjak

an.Juni.2020 

2. Suara NTB, April 2020, Pemprov Lelang Proyek Perbaikan Jalan dan Jembatan Senilai Rp750 

Miliar, Selasa, 26 November 2019. 

 

Catatan: 

 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 
Ø Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah 

kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai 
oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima 
hasil pekerjaan. 

Ø Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara: 
a. swakelola; dan/atau 
b. penyedia 
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Ø Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan 
oleh Pelaku Usaha. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi. 

Ø Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang 
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang 
selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia 
Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 

Ø Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 
kembali suatu bangunan. 

Ø Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu, 
sedangkan Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode 
pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Ø Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 
a. Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga 

yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; 
2) berorientasi kepada keluaran; dan 
3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan 

Kontrak. 
b. Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan 
spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang 
telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak 

ditandatangani; 
2) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan  
3) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. 

c. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 
(satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 

d. Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas 
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
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1) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan 
2) pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak. 

e. Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk 
barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat 
Kontrak ditandatangani. 

Ø Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 
1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa: 
a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) 

Tahun Anggaran; atau  
b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih 

dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran. 

 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dijelaskan terkait persiapan 
penandatangan kontrak atau juga dikenal dengan Pre Construction Meeting (PCM).  
Ø Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara 

Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut: 
a. finalisasi rancangan Kontrak; 
b. kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima 

sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb; 
c. rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau 
d. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. 

 
Ø Terkait dengan nilai Jaminan Pelaksanaan (apabila ada), diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus 

persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima 
persen) dari nilai kontrak; atau 

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS atau Pagu 
Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS atau Pagu 
Anggaran. 

Ø Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan 
sebelum penandatanganan Kontrak. Setelah Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, 
Pokja Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada). 

Ø Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil 
pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu 
pelaksanaan pekerjaan. 

Ø Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi 
anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka 
penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi 
DIPA/DPA. Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka 
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penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti 
rugi. 

Ø Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dilakukan setelah 
memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. 

 


